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PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN

ABSTRAK: -

CATATAN: -

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20,
Pasal 23, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58,
Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Angkutan di Perairan.

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 17
Tahun 2008.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Angkutan di Perairan. Peraturan
Pemerintah ini mengatur mengenai kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan
danau, angkutan penyeberangan, angkutan di perairan untuk daerah masih
tertinggal dan/atau wilayah terpencil, kegiatan jasa terkait dengan angkutan di
perairan, perizinan, penarifan, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut,
pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya, pemberdayaan industri
angkutan di perairan, sistem informasi angkutan di perairan, dan sanksi
administratif.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2010.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan : 29 him.



